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ABSTRAK

Hubungan antara negara dengan warga negara merupakan hubungan
timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
Hubungan itu secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentukya negara
Indonesia. Hak dan Je@wa |ban negara terhadap maiga negara pada dasarnya

alo ala o

terorisme
dengan 13

meskipun ' eQals : i jian ateral mengenai
ekstradisi..}Dé asals s rtarik ¥ehcoba meneliti
tentang baga aka ; . - ana terorisme
Hambali _ 1l 0 kan ekstradisi

lain yang penulis tkan melalui studi takaanatad data sekunder,
sedangkan sk elitian inige SKEig i penulis ingin
alam ekstradisi

narapidana té elalui hubungan
bilateral antara A adanya perjanjian
ektradisi 3 la Mndonesia  dalam
ambali yang ditaha

di Amerika Serika G kKetradisi, Hambali disebut
sebagai aktor penti a a Sepier er tahun 2001, Amerika
mengklaim bahwa me % penangkapan Hambali di

Thailand, serta isu-isu po L\vahg e alasan Amerika Serikat untuk

Kata Kunci : Yurisdiksi, Terorisme, Ekstradisi.
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ABSTRACT

The relationship between the state and citizens is a reciprocal relationship that
involves elements of rights and obligations for both parties. The relationship is
basically built from the initial goal of the formation of the Indonesian state. The
rights and obligatiogs the state to citizens amémbasically the rights and
obligations of Cidi e _Li igations of the state
pstitution.
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: : legal research
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form of bot F s that th fough literature
study or secomda t means that in
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extradition ¢

The the SE : jf on of terrorism
convicts in pEst i Al re j‘ tween Indonesia
and the Unite prEXtradition are due
to the absenc 3 I e th = ries. Hambali is
considered to g : )tember 11 2001 WTC

Key word : Jurisdiction, Terorism, Extradition
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BAB |

PENDAHULUAN

Indonesia. JHéa wajiba : @fpada dasarnya

merupakan g cewajiban warga ne : 1.‘-’ dan kewajiban

negara (pe
A -t

1945, Kewajlba ara secara imp ermak ala pkaan UUD 1945

yakni pada / dan kewajiban

negara yang ilakganaka etic emekinte gk salah satunya

melindungi segéyg a dan s largh Indonesia.

*‘r alagiKehidupan masyarakat
e

aks for sudah ada baik dalam

internasional. Di abad= .- abe
Q‘\“
bentuk penculikan, penahana bunuhan untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu. Selanjutnya, di abad XX terutama setelah Perang Dunia Il aksi-
aksi teroris menjadi meningkat baik dalam jumlah, jenis maupun lingkup

geografis. (Mauna, 2005)”

Terorisme adalah kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial, karena
tindakan terorisme memiliki akibat terhadap banyak negara. Berikut ini beberapa

pengertian terorisme menurut para ahli, antara lain : (Ali, 2012)
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1. Walker Laqueur, terorisme merupakan penyalahgunaan
kekuatan secara ilegal yang bertujuan untuk mencapai tujuan

politik. Sasaran terorisme adalah masyarakat sipil yang tak

. _UNSUr utama yaltu

N 1 \\\\“ '0‘

agama, etnis maupun

dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan
agama, ideologi dan etnis, Kkesenjangan ekonomi, serta
terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau

karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme”.

Aksi-aksi teroris yang terjadi semenjak beberapa tahun terakhir ini sasaran

utamanya adalah aset-aset Amerika atau negara-negara Arab yang mendapat
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perlindungan khusus negara tersebut, terutama Saudi Arabia. Juga dicatat bahwa
dimensi aksi-aksi teroris tersebut sudah jauh berubah yaitu menyerang sasaran-

sasaran yang lebih luas dan bernilai strategis dengan menelan korban yang lebih

isu penega etapl_selanjutnya merupa - awan terorisme
atau global : \ A giklitnya di seluruh

dunia seperti

and Terorism 1996 merumuskan erorisme sebagai berikut : (Wibowo,

2012)

1. “Terorisme politik, mencakup perilaku kriminal yang
menggunakan kekerasan dan ditujukan untuk menimbulkan

ketakutan terhadap masyarakat dengan tujuan politik”.
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2. “Terorisme non politik, ditujukan untuk kepentingan pribadi
termasuk aktifitas kejahatan terorganisasi”.

3. “Quasi terorisme, menggambarkan aktifitas yang bersifat insidental

2 terorism), terjadi

penindasan”.

pelaku revolusi sosial, dan sayap kanan. Namun pengelompokan terorisme
berdasarkan pelaku ini dianggap sebagai generalisasi karena motif terorisme
sangat beranekaragam dan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti

psikologis, ekonimis, politis, agama, dan sosiologis”.

Sekitar satu tahun kemudian tanggal 12 Oktober 2002 dunia juga

dikejutkan dengan ledakan bom yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Bali yang
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menelan korban jiwa sebanyak 202 orang. Ledakan-ledakan bom dalam skala
lebih kecil juga terjadi di Jakarta di hotel Marriot tanggal 5 Agustus 2003 dan di

depan Kedutaan Besar Australia tanggal 9 September 2004. Setahun kemudian

an di Bali yang

““ .Q@ disebut juga

g terorganisir.
Para pelakt encapai tujuan
tertentu da alam kata lain,
para pelaku aksi terorisme

dan itu mer dunia.

negara yang dianggap dapat melind@agbukanlah hal yang baru pada saat ini,
banyak narapidana yang mencoba melarikan diri dari negara asalnya, bukan hanya
tindak pidana kriminal seperti kasus pembunuhan, narkoba, namun juga kasus
politik yang membuat tersangka melarikan diri keluar negeri untuk mencari
perlindungan serta kejahatan terorganisir lain seperti terorisme. Oleh sebab itu

perlu dibuat suatu peraturan yang berfungsi sebagai dasar hukum yang dapat

mengatur tatanan kehidupan dan pergaulan antar negara.
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Salah satu dampak negatif globalisasi adalah semakin maraknya tindak
kriminalitas. Banyak para pesakitan atau narapidana atapun terduga kasus

kriminal yang melarikan diri keluar negeri untuk menghindar dari tanggung jawab

dan proses hukusm aganggap bahwa luar

‘ ‘ “m!“‘ .Q& p menindak

keluar nege I terjadi karena

menyangkut | al ini disebabkan

negara asing yang bera keadaan aman sehingga

%‘\\‘

tidak dapat dikembalikan kenega

“Dengan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana,
seyogyanya pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatan dan proses
peradilan yang berlaku. Proses peradilan pidana merupakan suatu proses untuk
mencari keadilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Sistem peradilan
pidana juga ingin mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu mencegah masyarakat

menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga
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masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

melakukan lagi kejahatannya. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua

al bagian dari hukum

1 i KLULEH ‘
!‘.H‘.“ .9‘ (Sahindra,

hal ini dapaiidik ebags : | terjadi karena
seseorang teler akuka jahata cara lalam wilayah
beberapa negas ang dilakuka pégara atay di luar
suatu nega im akibat pada beberaps 2gara, sehingga

kejahatn ter

Sampai pada tahun 1969, pembuata anjian-perjanjian internasional hanyalah
diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draf dan pasal-pasal yang disiapkan
oleh Komisi Hukum Internasioanl, digelar suatu Konferensi Internasional di kota
Wina, Austria dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 24 Mei 1968 dan dari tanggal
9 April sampai dengan 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan

tersebut. Konferensi kemudian melahirkan Vienna Convention of the Law of

Treaties yang ditandatangani tanggal 23 Mei 1969 yang saat ini kita kenal dengan
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sebutan Konvesi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi
ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Jnauari 1980 dan merupakan hukum

internasional positif”.

internasional yang jumlah peserta ata@piRek-pihak yang terikat didalamnya terdiri

dari dua negara saja. (Parthiana, 2003)”

“Dengan adanya perjanjian-perjanjian semacam ini, negara-negara
memiliki landasan hukum yang kuat, untuk bekerja sama dalam pencegahan dan

pemberantasan kejahatan internasional, walaupun dalam pelaksanaannya
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menemui beberapa kendala seperti masalah dalam ruang lingkup hukum pidana

internasional formal-prosedural sebagai berikut : (Parthiana, 2006)”

a. “Mengenai pencariaiy penangkapan, penahanan, pegyerahan, proses peradilan

di suatu

(.
=
—+
QD
QD
(%}
QD
=
QD
=
[

dibutuhkan

dengan or

c. “Mengen

internasiona atu negara yang
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ternyata sali ya dan sangat

dibutuhkan ole
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>
@D
(=}
QD
=
QD

e. “Mengenai pemindahan pelaksana ukuman yang telah dijatuhkan atas
seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak

kejahatan”.

“Menurut Hukum Internasional dewasa ini, setiap negara mempunyai
kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Dengan negara disini

dimaksudkan negara dalam artian Hukum Internasional. Hukum Internasional
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disertai dengan adanya perjanjian-perjanjian Internasional yang menjadi penguat
atau kesepakatan antara negara yang satu dengan yang lain. Hal ini tidak terbatas

hanya dua negara saja, perjanjian Internasional diberlakukan untuk semua negara

yang ada dibelah gamanan dan sebagai

‘nwm\‘ V). é

di negara lain. Maka me yang terjadi di suatu

X RS
negara di gadang saling berkaita erorisme di negara lain.

“Contoh kasus pelaku kejahatan terorisme yang melarikan diri ke luar
negeri adalah Encep Nurjaman atau dikenal dengan nama samaran Hambali atau
Riduan Isamuddin. Hambali atau Riduan Isamuddin sebelumnya di duga menjadi
pelaku terorisme di beberapa kasus terorisme di Indonesia. Hambali juga

merupakan mantan pemimpin militer Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi

berbasis Islam garis keras di Indonesia yang di duga kuat berhubungan dengan Al-

10
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Qaeda. Al-Qaeda adalah suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunny
yang didirikan oleh Osama Bin Laden, Abdullah Azzam, dan beberapa

sukarelawan Arab lainnya yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi

b._golongkan sebagai

E“‘ .t‘ , Britania

yurisdiksi ';g yranc yerac mendapatkan
perlindunga
memulangke
pesakitan da Ie | anya tks tara dua negara

terkait.

b. UU RI Nomor 10 Tahun 1976; antara RI dengan Filipina,

a. UU RI Nomor 2 Tahun 1978; antara R1 dengan Thailand,

b. UU RI Nomor 8 Tahun 1994; antara RI dengan Australia,

C. UU RI Nomor 1 Tahun 2001; antara Rl dengan Hongkong,

d. UU RI Nomor 2 Tahun 2007; antara RI dengan Korea Selatan,

e. UU RI Nomor 13 Tahun 2014; antara R1 dengan India.

11
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“Perjanjian ekstradisi di Indonesia muncul sebagai konsekuensi dari
adanya kepentingan hukum maupun politis. Kepentingan hukum yang dimaksud

adalah untuk menjamin bagi para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah

implementaSi¥as ; seha alkan oleh Hugo

Grotius, ya au : punere peterhadap pelaku

kejahatan dape ' sgara tempat kejahata (Locus Deliciti)

pelaku terseb

hubungan 3 : jara telah membuat
maka negara peminta yang memilik diksi untuk menangkap dan mengadili
penjahat Internasional di negara tempat penjahat tersebut melakukan kejahatan.
Selain menjaga kerjasama dengan negara lain, perjanjian ekstradisi juga sebagai
sarana menegakkan keadilan hukum karena kasus internasional yang kerap terjadi
banyak berhubungan masalah keuangan negara sehingga dapat menghambat

pembangunan karena banyak merugikan negara.

12
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Masalah ekstradisi mempunyai keterkaitan dengan tindakan penyelesaian
terorisme dalam hukum internasional. Dalam hal aksi terorisme yang dilakukan

dengan latar belakang politik, sering sekali pelakunya tidak dapat diekstradisi,

Amerika Serikat juga menegaska Wa Hambali harus di adili di negara
mereka, karena Hambali di duga berperan penting dalam peristiwa terorisme di

World Trade Center 2001 silam.

Tentu perlu adanya tindakan yang dilakukan Indonesia untuk membawa
Hambali ke tanah air, meskipun tidak adanya perjanjian ekstradisi antara

Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain karena Hambali adalah warga negara
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Indonesia, “Hambali juga di duga berperan besar atas terorisme yang terjadi di
Indonesia yaitu pada peristiwa Bom Bali | pada tahun 2002. Maka dari itu penulis

tertarik untuk membuat karya ilmiah ini dengan judul “Yurisdiksi Negara Dalam

Ekstradisi Nara “ isine
N

R

1. Tujuan Penelitian :

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui Yurisdiksi Negara

dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Menurut Hukum Internasional
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b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa saja kendala
Indonesia dalam mengimplementasikan ekstadisi pelaku kejahatan

terorisme Hambali tanpa adanya perjanjian ekstradisi

2. Manfaat pe

internasional Na . : . Internasional dapat
negara namun dapat dipergunakan Um¢ ua negara sehingga ada kesepahaman
dalam memandang hukum yang ada dan Hukum Internasioanl sifatnya membuat

seluruh negara dapat disatukan dalam satu tatanan hukum yang ada.

Hukum Internasional merupakan kumpulan ketentuan hukum yang
berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai bagian dari

hukum, Hukum Internasional memenuhi unsur-unsur yang menetapkan pengertian
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hukum, yakni kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam

masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh “external power” masyarakat

yang bersangkutan (Istanto, 2010).

hubungan a w a Serta : agihegara. Hukum
internasiona S bedakannya nasional dan

permasalaha

disimpulkan bahwa yang menjad K Hukum Internasional tidak hanya
terbatas pada negara saja, namun juga individu (perorangan), serta organisasi yang
melakukan ruang lingkupnya telah melewati batas negara dalam perkembangan

serta anggota organisasinya.
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Negera-negara di dunia saling membutuhkan. Masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangan di sumber daya alam dan sumber daya manusia oleh

sebab itu untuk saling mencukupi kebutuhan negara, setiap negara membutuhkan

S

bantuan negara lailyesa aembutuh D negara melakukan

%

BUNgan yang

“ﬂ erdagangan,

negara namun juga . yang berhubugan dengan

“ e
perdagangan luar batas negara Ve ‘ ¥gan perdangan internasional.
Secara teknis penamaan perjanjian internasional dapat diberi nama treaty,
convention, covenant, agreement, protocol, bahkan memorandum of
understanding (MOU). Perjanjian internasional tidak dapat dipisahkan dari
hukum internasioanl. Hubungan antar negara satu dengan yang lainbaik dalam

hubungan bilateral maupun hubungan multilateral akan mengakibatkan timbulnya

suatu perjanjian oleh dari itu perjanjian internasional merupakan konsekuensi dari
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hukum internasional yang mana hubungan tersebut tidak hanya antara negara
dengan negara, namun dapat pula antar negara dengan organisasi yang bersifat

internasional.

perjanjian

Perjanjian

LY\

vensi Wina
tahun 198 n Organisasi
Internasionalf a f : s pniion on the Law

of Treaties or Between

LA CUTY

bahasa Inggris,

Jgrus itu sendiri

“Jadi, jurisdictio, jurisdiction atau yurisdiksi berarti” :

1. “kepunyaan” seperti yang dikatakan atau ditentukan oleh hukum;
2. “hak-hak” menurut hukum;
3. “kekuasaan’ menurut hukum;

4. “kewenangan” menurut hukum.

18



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

“Jadi secara singkat dan sederhana, yurisdiksi berarti kepunyaan seperti apa
yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan

“kekuasaan atau kewenangan hukum”, dengan kata lain ; hak, kekuasaan atau

suatu negara

ksekutif, atau

“Terminologi yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan
kewenangan negara-negara. Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti
memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau
pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara

memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri
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dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus

dilindunginya”.

“Secara garis besar macam-macam yurisdiksienegara itu dapat ditinjau

berdasarkan p

, \ 'V

membuat atau

mengatur suatu

kewenangan suatu negara @pkan atau melaksanakan peraturan
perundang-undangan nasional yang telah dibuatnya itu atas suatu masalah
yang tidak semata-mata bersifat domestik.

c. “Yurisdiksi yudikatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk mengadili dan
atau menghukum si pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah

dibuat dan dilaksankan oleh negara yang bersangkutan”.
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Jika yurisdiksi negara itu dikaitkan dengan objek yang dapat ditundukkan

pada yurisdiksi tersebut, maka yurisdiksi negara itu dibedakan menjadi :

1. “Yurisdiksi personal atau jurisdiction in personal ”

negara yang berdaulat Indonesia berhak melakukan hubungan kerjasama dan
membuat perjanjian internasioal dengan negara manapun. Hal ini juga sesuai
dengan azaz politik luar negeri Indonesia yaitu Bebas dan Aktif. Selain itu
Indonesia juga sudah terbiasa ikut dalam perjanjian internasional sejak masa awal

kemerdakaan dan itu sangat membanggakan.
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Tingkat kriminalitas disebuah negara dapat disebebkan oleh kurangnya
rasa keadilan yang diterima setiap warga negara. Selain itu tingkat kriminalitas

yang tinggi juga dapat diakibatkan oleh rendahnya nilai moralitas yang ada pada

peranan ya : besa kmenegakks K Jdda seorangpun
yang dapa . anggungjawal ika kerjasama

internasiona : : 1aka ‘ 5 . Untuk

masayarakat internasional sepertl Pe an ekstradisi, bantuan hukum timbal
balik dibidang pidana (mutual legal assistance in criminal matters), pemindahan
narapidana (transfer of sentence person). PBB bahkan telah mengeluarkan model
Treaty on Extradition berdasarkan resolusi dari Majelis Umum PBB Nomor
42/117 tanggal 14 Desember 1990 yang dijadikan model acuan dalam pembuatan

hukum ekstradisi internasional. (Indonesia telah meratifikasi United Nation

againts Corruption 2003, melalui undang-undang Nomor 7 tahun 2006)
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“Sebelum lahirnya undang-undang ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979, pada
masa Hindia Belanda, Indonesia telah menggunakan “koninklijk Besluit” yang

dimuat dalam “Staatsblad” tahun 1883 Nomor 188 tentang ‘“Uitlevering Van

Vreemdelingen” itu masih dianggap

S Vaymanett ",

3130 (Parthiana, 2004).

“Untuk memperjelas ekstradisi, 1 Gede Suarda menjelaskan defenisi
ekstradisi adalah proses penyearahan oleh suatu negara kepada negara yang
memintanya atas seorang tersangka atau terpidana. Karena negara yang memina
penyerahan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka atau

terpidana tersebut. Jelaslah bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh negara
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tempat tersangka atau terpidana itu berlindung kepada negara yang meminta

penyerahan tersebut (Suarda, 2011)”.

“Sedangkan megurut Starke ekstradisi adalahgaroses menurut traktat atau

Secara*q sar, ekstre N _pg giitersangka atau
terpidana kepiae jara yar ven 3 : mpat tersangka atau
narapidana akukan kejahata g me SI Mdapat dilakukan

setelah adany@#ke d : 2 akukan perjanjian
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E. Konsep Operasional

“Judul penelitian ini dibatasi dengan konsep operasional sebagai batasan

terhadap lingkup penelitian. Agar tidak terjadi salah genafsiran atau pemahaman

peradilan; : dan kewaji ‘ g¥jawab di suatu

wilayah ata C ) ; en ekuasa? : Besar Bahasa

“Ekstradisi dalam Ka Indonesia memiliki arti
penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara
kepada negara lain diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan (H.A,
2008). Dalam judul ini ekstradisi berhubungan dengan upaya yang dilakukan
Indonesia untuk melakukan ekstradisi terhadap narapidana kasus terorisme

Hambali yang ditahan di Amerika Serikat”.
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“Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang
sedang menjalani pidana penjara (orang yang sedang menjalani hukuman karena

melakukan tindak pidana) (H.A, 2008). Dalam hal ini narapidana yang dimaksud

adalah Hambali

gejala dilingkungan masyarakat teriadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan
yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian
yang menghasilkan data deskriptif. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan

secara sistematis mengenai yurisdiksi negara dalam ekstradisi narapidana

terorisme”.
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didapatkan dari buku-

2. “Bahan-bahan Hukum?”

“Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data sekunder yang

Ku atau literatur-literatur laingya yang dijadikan pedoman

slitian. Bahan
945, Undang-

15 tahun 2003

Internasional

vention for the

sekunder yang digunakan yaitU@af@®-bahan bacaan, literatur serta pendapat
para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, media masa dan

internet.

27



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

3. “Analisis Data”

“Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif yang merupgkan metode analisis denganggara mendeskripsikan atau

artikel sert@fba bahan hul - A0 . EmBahasan hukum
ekstradisi [ ( a & disusun secara
' ~
sistematis ; : dalamimengz ce egaperhatikan teori-
teori serta apat para sebagai’ bahan pe fMefifenai yurisdiksi
\ i .
negara secara®un i S 114 lisi narapidana

terorisme”.

menyimpulkan hal-hal yang be 2pada hal-hal yang bersifat khusus”.
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ave jurisdiction
@iterhadap urusan

@ri prinsip hukum

kepunyaan menurut hukum, dan dictio yang berarti ucapan, sabda,

sebutan,firman. Jadi dapat disimpulkan yurisdiksi berarti” :

a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum
b. Hak menurut hukum

C. Kekuasaan meurut hukum

d. Kewenangan menurut hukum
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“Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai

kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh hukum

; peradilan;
gjawab disuatu

asaan hukum (H.A,

orang, benda, atau peristiwa
(hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap
seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun

yang ada diluar negara tersebut (Adolf, 1997)”.

2. Jenis-Jenis Yurisdiksi

“Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya

kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau
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badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku”.

“Didalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan itu untuk

membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak

“Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan
terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang
bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau

obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing)”.

b. “Yurisdiksi Pidana”.

31



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

“Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan
terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang

tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak”.

stiwa-peristiwa

ini  biasanya

dilakukan oleh badan ekse egara yang umumnya tampak pada
bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi
izin, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Yurisdiksi ini disebut sebagai
yurisdiksi eksekutif (executive jurisdiction). Ada pula sarjana yang
menyebutnya dengan enforcement jurisdiction (yurisdiksi pengadilan)”,

C. “Yurisdiksi Yudikatif”
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“Yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang (subyek

hukum) yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula

sebagai Judicial jurisdiction”.

dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan
jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang
menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum

internasional (Adolf, 1997)”.
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“Adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan
tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang

dimaksud adalah "hak-hak istimewa ekstrateritorial”, yakni suatu istilah

ggara, tetapi

ersebut oleh

QWAL NE
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"It is essebtial attribute ofthe sovereignity, of this realm, as of all
sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all
persons and things within its territorial limits and in all causes and
criminal arisingwithin these limits”.

“Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua

negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi
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terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan

dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas

teritorial ini”.

tindak pidana yang

‘ ‘ ‘“W“‘ .$0 Aya seorang

“Meskipun yurisdiksi berka at dengan wilayah, namun keterkaitan
ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi
untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu,
ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap

yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada didalam negara

tersebut”.
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“Hubungan antara yurisdiksi dengan wilayah dalam kaitannya dengan
suatu tindak pidana (kejahatan) tampak dalam sengketa terkenal the Lotus
Case.dalam sengketa ini, kapal uap Prancis, the Lotus, bertabrakan dengan kapal

Turki the Boz-Ke ‘\
<

mengadili

Internasiona

internasiona

“Mahkamah menolak argumentasi Prancis bahwa negara benderalah yang
memiliki yurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas. Mahkamah berpendapat
bahwa tidak ada ketentuan tentang hal ini dalam hukum internasional dan
menyatakan pula bahwa kerusakan terhadap kapal Turki sama saja dengan

kerusakan terhadap wilayah Turki. Hal ini memungkinkan Turki melaksanakan
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yurisdiksinya berdasarkan prinsip teritorial obyektif. Namun, lanjut pengadilan,
hal tersebut tidak berarti bahwa hukum internasional melarang suatu negara

melaksanakan yurisdiksi di dalam wilayahnya sehubungan dengan setiap perkara

i teritorial

dapat pulasioet adapekejahatan_ya 3 afiyfa di wilayah
negara ya ¢ au di itorial, yakni

terhadap sengke ket 3 allan atau di laut

diakui adanya dua maca apatas kapal laut yang berlayar di

%‘\\‘

laut teritorialnya, yaitu yurisdik urisdiksi perdata. Hasil konferensi
ini dipertegas kembali oleh Konvensi Hukum laut Jenewa 1958 tentang Laut
Teritorial dan Jalur Tambahan. Dalam Konvensi Hukum laut 1982, pengakuan
dan pengaturan terhadap yurisdiksi (kriminal dan perdata) negara pantai terdapat

dalam pasal 27 dan 28 (Adolf, 1997)”.

b. “Kapal Berbendera Asing di Laut territorial”.

37



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

“Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-
komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction)

negara pantai. Artinya, kapal-kapal itu pun tunduk kepada kewajiban untuk

hukum kebiasaan

perang/negara itu adalah wilayah negara asing, tapi didasarkan pada pembebasan
atau pengecualian yang diberikan oleh undang-undang negara pantai.
Pengecualian ini sifatnya bersyarat dan karenanya dapat ditarik kembali oleh

negara pantai tersebut”.

C. “Pelabuhan”.
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“Pelabuhan adalah salah satu bagian dari perairan pedalaman. Karena di

perairan pedalaman ini suatu negara berdaulat penuh, maka kedaulatan penuh ini

berlaku di pelabuhan-pelabuhannya. Suatu kapal asing yang memasuki pelabuhan

terhadap s
pantai (59

diminta ata

d. “Ora

G‘Yu

AT ANANANAE

ﬁ\ﬁ‘*‘ ;
- :

yurisdiksi t

kepada hukum nasional negara pantai; atau”

b. “Bahwa hukum nasional negara tersebut tidak sejalan dengan hukum

internasional”.
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2. “Yurisdiksi Personal”.

“Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga

negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di gaana pun juga. Sebaliknya,

warga ar ersal.”

a.

b.

nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya
di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak
menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal
korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di

wilayahnya”.
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3. “Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan”

“Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat

melaksanakan yurisdigsinya terhadap warga-warga, asing yang melakukan

adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadil kejahatan yang

dilakukan orang perorang (individu)”.

“Kejahatan kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk
pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan

kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup
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lama oleh hukurn internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum

setiap tindakan pembajakan di laut”.

"All  states shall -operate to the fullest gpossible extent in the

menghuku cjahata as pada Marga negaranya
menderita  ate@" tkepala ng 5 I tempat

dilaksanakanny/askeja l te mili s@tiap negara yang

kebal (tidak berlaku) terhadap (Parthiana, 2004)” :

1. “Negara dan Kepala Negara Asing”

“Suatu negara bebas berbuat apapun di dalam negerinya, sepanjang
perbuatan tersebut tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban negara lain atau
tidak melanggar hukum intemasional. Atau dengan kata lain, suatu negara adalah

imun terhadap yurisdisi pengadilan negara lainnya. Begitu juga dengan kepala

42



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

negara yang diidentikkan sebagai segara itu sendiri. Kepala negara memiliki
imunitas atau kekebalan penuh. Imunitas suatu negara asing atau kepala negara

dari yurisdiksi tidak mutlak dalam segala hal, tergantung kepada sifat hakikat dari

C.

3. “Kapal Pemerintah Negara Asing”:

“Kapal pemerintah yang statusnya berasal dari kedaulatan negaranya tidak
tunduk pada yurisdiksi suatu negara, baik waktu kapal berada di laut lepas, laut
teritorial, atau perairan pedalaman negara pantai. Meski kapal-kapal pemerintah

menikmati kekebalan, namun mereka diharapkan untuk menaati peraturan
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perundang-undangan negara pantai 74. Setiap pelanggaran terhadapnya, negara
pantai dapat mengusir kapal-kapal pemerintah itu dan mengajukan protes

diplomatik (Adolf, 1997)”.

4.
menikmati
suatu im ari yurisdiksi
teritorial n fingfpada keadaan-
keadaan di g kedaulatan
teritorial n tegas antara
negara tuan Jan negara im yang g arat mengenai
masuknya a
5.
kekebalan tertentu
terhadap yurisdi pandang perlu untuk
melaksanakan tujuan-tC al. Namun sampai sejauh
mana oraganisasi internasiona ati kekebalan menurut hukum

(kebiasaan) internasional masih belum ada kejelasan. Dalam praktek, kekebalan
ini biasanya diatur oleh suatu perjanjian internasional. Juga adakalanya suatu
negara dapat menjalankan yurisdiksinya atas suatu peristiwa hukum yang terjadi

di luar wilayahnya dengan beberapa ketentuan (Starke, 2007)”.

“Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kadangkala dua negara atau lebih

dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap suatu peristiwa. Hukum internasional
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sendiri tidak ada mengatur secara jelas mengenai kompetensi ini. Rebecca M.M
Wallace berpendapat bahwa : dasar-dasar yurisdiksi tidak diurutkan dalam

hierarki apapun. Tidak ada negara yang dapat menuntut hak yang lebih tinggi

bersangkuta ara yang 1 a_Menurut hukum
internasionalySet egara berpantai costa aupt akiberpantai (land
locked state benseranya di

laut lepas (pase

i sesuai dengan
prinsip univers . untuk mengadili
Jka®ei laut lepas.). Pada

prinsipnya wilayah uda Wilay datat, perairan pedalaman,

Ny :
| 4 W o
dan laut wilayah termasuk keda 51 suatu negara. Hal ini terlihat dari
pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional:
"Kedaulatan negata di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan

penuh (complete and exclusive sovereignity)". Ketentuan ini merupakan salah

satu tiang pokok hukum intemasional yang mengatur ruang udara”.
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B. “Tinjauan Umum Tentang Ekstradisi”.

1. “Pengertian dan Raung Lingkup Ekstradisi”

“Setiap negg dunia ini mempunyai m atau hukum positif

melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi
sering Kkali lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi, Misalnya karena seorang
secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah baberapa Negara

atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau di luar wilayah
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suatu negara, menimbulkan akibat akibat pada wilayah beberapa negara (Fitriliani,

2012)”.

yaitu : Indonegsia _ , ewarganegaras v atan yaitu Gun
Supardi, P

berbendera a _ ebags a | egdfean sang korban

negara yang menderita akibat dari kejahatan itu, tidak boleh melakukan
penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat
si pelaku kejahatan itu berada. Hal ini seolah-olah menyebabkan pelaku kejahatan
yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Penangkapan dan
penahanan secara langsung kedalam wilayah negara lain tidak diperbolehkan oleh

karena suatu negara tidak boleh melakukan Tindakan yang bersifat kedaulatan”
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“(act of soverignity) di dalam wilayah lain, kecuali dengan persetujuan negara itu
sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur

tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang menurut

hukum internasiog

diri dalam
bermaksud
sebutan ters
hukuman ya
dengan seb

dialami oleh

Amerika Serikat) : *

pada tanggal 9 Juli Q p
\ W
Indonesia menuju ke Australia™
“Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawat atas
kejahatan yang telah dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah
dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang

hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri dalam hal-hal tersebut

sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih-lebih di abad teknologi sekarang ini”.
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“Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku
kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si

pelaku kejahatan itu berada, maka negara-negara tersebut dapat menempuh cara

yang legal untu kejahatan tersebut.

‘ ‘ Q%‘h‘!“ .oa 3gara tempat

on, I'extradition)

an trader berarti

perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal-
balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka,
tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas
kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya
melarikan diri atau berada atau tersembunyi kepada negara yang memiliki

yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara
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tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya”

(Parthiana, 2004).”

“Secara umumaekstradisi dapat diartikanasuatu proses penyerahan

“Asas ini mensyaratkan balWa®Kejahatan yang dapat dijadikan alas an
dalam permohonan ekstradisi atas orang yang diminta adalah kejahatan yang telah
diancam hukuman baik hukum pidana dari negara-peminta ataupun hukum dari
negara yang diminta. Hal ini dapat terjadi dikarenakan suatu perbuatan atau
peristiwa mungkin merupakan peristiwa pidana atau kejahatan menurut system

hukum negara tertentu, sedangkan menurut system hukum negara lain tidak

dipandang sebagai peristiwa pidana. Terdapat perbedaan dalam penilaian atas
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suatu perbuatan atau peristiwa. Perbedaan penilaian itu juga membawa akibat

perbedaan penilaian terhadap si pelaku perbuatan atau peristiwa tersebut

(Parthiana, 2004)”.

negara t a G i el yal Kejahatan atau
tindak pidana lian: ah cl hila te e atan itu hanya

merupakan ' nenurut - 0 it negara-

peristiwa pidana menurut system Kedua belah pihak. Jika asas ini tidak
terpenuhi, maka penyerahan tidak dapat dilakukan. Hal ini sudah sepantasnya,
sebab seseoran tidak boleh ditindak atau dihukum terhadap perbuatan yang tidak

melanggar hukum negara tempatnya berada”.
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b. “Asas Kekhususan (Principle of Speciality)”

“Asas ini mewajibkan negara-peminta untuk hanya menuntut, mengadili

maupun menghukum gkang yang diminta berdasarkag kejahatan yang dijadikan

oleh diadili, dan

) dijadikan

permintaan

penyerahanfiyé ;.. 1 @ al Ej@hatan-kejahatn

apa sajakah’ Qg8 E{) L itu-dimintake : v ngan kata lain,
| v ¢

permintaan ar slah secar: erifiti menyebutkan

“Asas ini memberikan perlindungan kepada si pelaku kejahatan atau orang
yang diminta, sebab asas ini membatasi hak dan wewenang negara-peminta untuk
mengadili dan menghukumnya, yaitu hanya terbatas pada kejahatan yang
dijadikan alasan penyerahan. Apabila negara-peminta juga mengadili dan
menghukum orang yang diminta itu atas kejahatan lain selain daripada kejahatan

yang dijadikan dasar tersebut, maka orang yang bersangkutan atau negara-diminta
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(negara yang menyerahkan orang tersebut) dapat mengajukan protes dan meminta

Kembali orang tersebut”.

“Meskipun pada, dasarnya asas kekhususan gprinciple of speciality) ini

aksud negara-

atas kejahatan

dasar penyerahan apabila setelah dia diberi kesempatan dalam suatu jangka waktu
tertentu untuk meninggalkan wilayah negara-peminta, tetapu dia tidak

mengguanakan kesempatan tersebut”.

“Asas kekhususan baru dapat berfungsi apabila negara yang diminta telah

diekstradisi oleh negara yang diminta kepada negara-peminta. Hal ini berarti,
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permintaan negara-peminta untuk mengekstradisi orang yang diminta tersebut

dikabulkan oleh negara yang diminta”.

3. “Asas Tidak Meryerahkan Warga Negara (NogsExtradition of Nationals).

-negara untuk
tidak m an didalam
wilayah négg ; ilg imi \egara-pef inta ternyata
merupakan Wagga hegara dari-ne : yang diminta
berhak menelak [aan eks - 2 gfsebut. Hal ini
dilandaskani@le ira , negara waj ‘ Ji setiap warga
negaranya ga nega ga Mme ﬂf n perlindungan
dari negara asalfya. : 3 apus kesalahan
warga negar Jib untul ﬁ]’ ili dan dihukum

diri dan identitas personal orang yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa
hukum yang berlaku atas orang tersebut adalah hukum dimana dirinya terdaftar
sebagai warga negara. Tetapi jika warga negara dari negara-diminta melakukan
kejahatan di wilayah negara lain, kemudian negara yang merasa memiliki

yurisdiksi untuk mengadili atas kejahatannya tersebut meminta penyerahan maka
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negara yang diminta diwajibkan untuk mempertimbangkan apakah warga

negaranya tersebut diserahkan atau tidak”.

4. “Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatangolitik (Non-Extradition of

g dijadikan
ah tergolong
sebagai kejaha k permintaan
tersebut. serta definisi
kejahatan p tpasional juga tidak
ada. Suatu tidak memang

merupakan 1Sg asala : pertimbangan-

kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan merupakan
kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan
untuk meminta maupun mengekstradisikan orang yang diminta (extraditable

crime)”.

“Pada hal ini, negara yang diminta memiliki peranan dalam penentuan

apakah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar permintaan penyerahan orang yang
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diminta oleh negara-peminta tergolong sebagai kejahatan politik atau tidak. Jika
sebagai kejahatan politik, maka negara yang diminta harus menolak permintaan

negara peminta bahwa orang yang diminta tidak diekstradisikan oleh negara yang

ﬂﬂ menghormati

prinsip

kedaulatan egara- diminta
adalah seb ntunya harus
dihormati o daulat (Starke,

2007)”.

DL LLETIES

5.
asdhl’ untuk permintaan
= "
ekstradisi atas o iligddh/atau telah dijatuhi
< )
hukuman yang telah gikat, maka negara yang
diminta diharuskan menol gara-peminta tersebut. Apabila

orang yang diminta telah mendapat keputusan akhir (final judgement) atas
kejahatan yang dimintakan penyerahan oleh badan yang berwenang dari negara
yang diminta, maka permintaan penyerahan tersebut harus ditolak. Hendaknya,
final judgement ditafsirkan sebagai keputusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan mengikat yang pasti. Adanya kekuatan mengikat yang pasti ini perlu
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ditekankan karena dengan demikian keputusan ini telah diterima oleh orang yang

bersangkutan”.

“Dalam hukumggidana, asas ini dikenal padasintinya menyatakan bahwa

kali atas suatu

‘;_l
<
<

enghukum

yang dikenal

_"*lle.\‘?

sebagai a
menghuku

itu diangg

ah memberikan

WEANALY

san pengadilan

itu merupakan

diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dapat dijumpai dalam
instrument-instrumen hukum nasional maupun internasional mengenai hak asasi
manusia. Oleh karena asas ini telah diakui sebagai hak asasi maanusia, maka

dapat dikatakan bahwa asas ini berlaku secara universal”.

“Sebagai hak asasi manusia dan asas yang berlaku secara universal, asas

ini juga diakui dalam ekstradisi. Hal ini dapat dilihat dengan tercantumnya asas
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ini dalam perjanjian-perjanjian dan peraturan perundang-undangan nasional
tentang ekstradisi, namun dengan formulasi yang tidak sama persis tetapi jiwa dan

semangatnya tetaplah sama”.

menyataka Isera : ara ang diminta
kepada negerg ninta  dik L aldu hak untuk

melaksanaK 213 3 enurut hukum

dari salah sz

hukum yang berlaku sehingga masyarakat dianggap sudah melupakannya, maka
fakta itu yang semula tidak sah berubah menjadi sah. Tentu saja sernakin lama
jangka waktu terjadinya fakta tersebut dan masyarakat juga sudah melupakannya,

maka semakin kuatlah keabsahannya”.

“Tujuan dari diakui daluwarsa ini adalah demi memberikan jaminan

kepastian hukumn bagi semua pihak. Bahwa suatu fakta yang sudah demikian
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lamanya terjadi dan tidak pernah dipersoalkan selama jangka waktu tersebut,
dipandang sebagai suatu hal yang sudah lewat dan oleh karena itu tidak bisa

diungkit-ungkit lagi. Semua pihak, senang atau tidak senang, setuju atau tidak

a di dalam
sistem hiklima
C. i 4;
1. “p :’
“Te Tahun 2003
tentang Pe
"Setiap ora atau ancaman

kekerasan mé Jap orang secara

meluas atau an cara merampas

kemerdekaan atd “&5- pefiffla  orang lain, atau

mengakibatkan kerusa .a‘

, [Mgadap obyek-obyek vital yang
L\
strategis atau lingkungan hidupa pUblik atau fasilitas internasional”

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian
terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang
terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir
sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tentang terorisme di
atas segala bentuk tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan karena ciri utamanya,

ialah;
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a. “Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk

menciptakan ketakutan public”.

b. “Ditujukan kepada ggara, masyarakat atau individekatau kelompok masyarakat

kedaulatan negara (against staté melawan kemanusiaan (against
humanity) dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan. Rand
Corporation, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan swasta terkemuka di
AS, melalui sejumlah penelitian dan pengkajiannya, menyimpulkan bahwa setiap
tindakan kaum teroris adalah tindakan kriminal. Definisi lain menyatakan bahwa

(1) terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga tetap dianggap sebagai

tindakan kriminal, termasuk juga situasi diberlakukannya hukum perang; (2)
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sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian
penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan

terorisme; (3) meskipun seringkali dilakukan untuk menyampaikan tuntutan

politik, aksi teroris Fitriliani, 2012)”.

S Vet 'o‘

2.

Pada waktu
itu, terorisiig I.makn: { 1 rezi ﬂ ur pada tahun
1792-1794 @ia agai car kekacauan dan
pergolakan ahun 1789. jadi
rezim teror revolusioner.
Rezim itu d : ' mengkons Kekuasae an baru dengan

pisau kecil yang disebut sica yang disembunyikan di balik jaket. Dengan senjata
sica tersebut, aksi Zealot sering disebut Sicarii. Aksi sicarri dilakukan dengan cara
bercampur orang orang dipasar. Jika mereka melihat suatu pelanggaran mereka
langsung mengambil pisau dan menikan si pelanggar. Metode yang mereka

gunakan adalah praktek pembunuhan teroganisir di zaman kuno. Tindakan ini
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bersifat acak dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Motivasi kelompok Zealot
adalah agama dan didukung oleh kitab suci”.

“Jadi teror sebagai sebuah aksi yang sistematis dikenal sejak Revolusi

o) -
ithon HTCh| terror is evil;

Pertama, regi , : atlom dan tidak juga

indiskriminasi

terror yang digambarkan saat ini. Kedua, tujuan French Revolution's terrorism
(regime de la terreur) adalah untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang
lebih baik (a new and batter society)”.

“Pertengahan abad ke-19, di Eropa, revolusi Perancis mengilhami
munculnya sentimentil anti monarki (anti penguasa). Pada abad ini, muncul aksi

era terorisme baru di mana terorisme dikonotasikan dengan gerakan anti
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pemerintahan. Aksi-aksi teror digunakan sebagai taktik untuk menggulingkan

orang-orang berkuasa. Carlo Pisacane, seorang extrim Republika Italia,

melakukan gerakan revolusioner yang disandarkan pada teori “the propaganda by

gforisme dipakai
untuk menye ' : : ' asional anti
kolonialis
Kedua, m

kolonialis. K i € Ar g kemerdekaan

<l
\\‘-“

“Selama akhir 1960 da Sme masih terus dipandang dalam
konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok
separatis etnis dan organisasi ideologi radikal. Pada tahun 1980-an terorisme
dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi barat yang dituduh sebagai
sponsor utama kospirasi global. Dengan pemaknaan terorisme seperti inilah maka

pada saat itu negara Barat, terutama Amerika, gencar mengkampanyekan

antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Setiap negara
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diminta segera membuat aturan perundang undangan perihal pemberantasan

terorisme ini. Akhimya Indonesiapun mengatur tentang pernberantasan terorisme

tersebut”.

untuk meninjau ulang perundan-undangan yang menghambat nilai-nilai
demokrasi Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 dicabut dengan dikeluarkannya
Undang undang Nomor 26 tahun 1999 tentang pencabutan Undang-undang
Nomor 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi”.

“Peristiva WTC yang dahsyat pada tahun 2001, membuat isu terorisme

menjadi agenda internasional yang penting untuk segera ditangani. Sebelum itu
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terorisme yang terjadi di Indonesia diantaranya : Peledakan digedung Atrium
Senen tanggal 1 Desember 1998, Peledakan di Plaza Hayam Wuruk tanggal 15

April 1999, Peledakan di Masjid Istiglal 1999, Peledakan di Gereja (GKPI)

April 2001),

udian tahun

tanggal 5 Agusté ' ) Pe epa 3 Jakarta tanggal
9 Septembef§20 - 3ali .@ 2005 (Fitriliani,

2012)”.
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BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Hambali

amberantas kejahatan
Qa a2 semakin

‘@ﬁ mengatasi
&

[]

isj ; am_hal _menee ds
> Vhnnaant

Criminal (Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Ekstradisi),
Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara atau Non Extradition Nationality
(Pasal 7 Ayat (1) Undnag-Undang Ekstradisi), Prinsip Tempat Melakukan
Kejahatan atau Lex Loci Delictus (Pasal 8 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip
Penolakan Ekstradisi karena Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia

(Pasal 9 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Non bis in idem (Pasal 10

66



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12 Undang-Undang
Ekstradisi), Prinsip Capital Punishment (Pasal 13 Undang-Undang

Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi Karena Ada Sangkaan Yang Cukup

usan atau Specially

““‘ .Q@ adisi karena

sebagai

dari sat

SRALNAvAEN

konflik

negara ya

S
- >
E
<
QO
>
(=]
o
@D
3,
'y
=

teritorial ada
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<
9
e}
QD
2
o
=
=0
QD
o
QO
©
D
=3
=0

bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Harnbali
melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia,
Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi teromya yang
mengancam negara-negara tersebut Hambali diduga kuat mempunyai peran
penting dalam peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia, yaitu Bom Bali 1

tahun 2000, Bom kedubes Filipina tahun 2000, Bom Bali 2 tahun 2002. Selain
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itu Hambali jupa diduya kuat menjembatan kerjasama antara kelompok

Jemaah Islamiyah dengan Al-Qaeda yang dituduh Amerika Serikat sebagai

pelaku serangan 11 September 2001.

balj hwa Hambali sebagai

R!J\“ .9e m beberapa
korban dari
Ufisdiksi  untuk
gin mengadili,

elaku ataupun

mencegah dan memberantas tindak pidana Internasional adalah ekstradisi.
Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan
perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas
hubungan baik secara timbal balik, atas seseorang yang diduga telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa)

atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuran yang telah mempunyai kekuatan
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mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana)
oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk

mengadili atau menghukurnya, atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi

negara ite Verg Ore gK&@ atau dipidana
karena me : 3 an di lua ang menyerahkan
dan di dals vilayat ara yang me erahan tersebut

karena be

Berdasarkan ketentuan dari "@f0ang-Undang di atas, dapat dipahami
bahwa alasan diadilinya Hambali oleh Amerika Serikat karena terdapat
perjanjian ekstradisi antara Thailand dan Amerika Serikat tahun 2002. Dengan
di ekstradisinya Hambali ke Amerika Serikat, berarti Amerika Serikat
memiliki kewenangan dalam mengadili Hambali menurut hukum yang berlaku

di negaranya. Karena Hambali sudah diekstradisi ke Amerika Serikat, jika
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Pemerintah Indonesia juga menganggap memiliki kewenangan dalam
mengadili Hambali, dimana Hambali memiliki kewaranegaan Indonesia dan

juga melakukan Tindakan terorisme di Indonesia, maka permintaan ekstradisi

terorisme

. (Parthiana,

Langkah awal
pradaan pelaku

8 baru diajukan

Setelah orang yang dica fitangkap dan ditahan baru Negara
Peminta mengajukan permintaan ekstradisi”.

2. “Proses Ekstradisi. Setelah negara diminta menerima permintaan
ekstradisi dari negara peminta, negara Diminta memproses permintaan
ekstradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang
yang berlaku di negara diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut

adalah untuk menentukan apakah permintaan ekstradisi dari Negara
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Peminta dikatilian ditolak. Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa
negara yang berang memutuskan permintaan dikabulkan atau ditolak ada

badan yudi (Hakim Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif Raja

Ikan, dengan

au dieksekusi.

dalam melakukan penyerahan “penjahat pelarian tidak harus tergantung
kepada adanya perjanjian antara negara-negara tersebut. Bisa saja antara
kedua negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, namun
mereka mereka menyerahkan penjahat-penjahat pelarian untuk diadili,

meskipun bukti-bukti untuk menguatkan dugaan tentang kejahatan belum

dapat ditunjukkan. Hal ini umumnya terjadi diantara negara-negara yang
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mempunyai hubungan yang baik. Dengan demikian tidaklah berarti bahwa

adanya perjanjian merupakan persyaratan Yyang mutlak dalam

melaksanakan penyerahan penjahat tersebut (Parthiana, 2004)”.

aya dalam ekstradisi

A beranggapan

jadi salah satu

Pertama, AS wajib bukan seKedar mengijinkan untuk memberi akses
kepada aparat hukum Indonesia dalam menggali informasi sehubungan
dengan aksi teror yang telah terjadi dan mungkin akan terjadi di Indonesia.
Kedua, pemerintah AS harus melakukan proses hukum terhadap Hambali

secara transparan sehingga publik Indonesia tidak digelapkan dengan
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ketiadaan informasi. Untuk kepentingan publik Indonesia, kasus Al-Faruq
tidak boleh terulang”.

Terakhir, apabila Hambali ternyata menurut hukum Indonesia masih sah

bolehkan perwakilan

“!h!“‘ .Qa 3l ini mirip

terlepas dari jeratan hukum karena alasan procedural”.
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B. Kendala Indonesia Dalam Mengimplementasikan Ekstradisi Pelaku
Kejahatan Terorisme Hambali Yang Ditahan Di Amerika Serikat

Ditangkapnya Hambali di Thailand dan di ekstradisi ke Amerika

Serikat, Agajukan permintaan

“"n“‘ .’a an ekstradisi

’Q dan p kepada hukum negara
lain (Parthiana, 2004 . nd a juga tidak dapat begitu saja
memberi "saran" agar proses peradilan Hambali di Amerika Serikat
dilakukan secara transparan karena dapat dianggap mencampuri
(intervensi) mekanisme peradilan pidana di Amerika Serikat.

Dalam kasus Hambali dimungkinkan setiap negara untuk
menerapkan yurisdiksinya tanpa memperhatikan apakah negara tersebut

ada kaitannya dengan kejahatan, pelaku, atau korban. Namun apabila
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Indonesia sebagai memiliki teritorial memang berkehendak (willing) dan
mampu (able) untuk mengadili, negara lain pada umumnya

menangguhkannya. Masalah muncul karena tidak hanya negara Indonesia

adap kasus Hambali,

<Ot 'o‘

k melindungi
Hal ini juga
upakan warga

erintah harus

sangat mewarnai masalah ekstradisi. Secara hukum, seseorang bisa saja
diminta untuk diekstradisi. Hanya saja, dikirim atau tidaknya orang yang
diminta untuk diekstradisi akan sangat bergantung pada negara pengirim.
Negara pengirim mempunyai banyak alasan untuk tidak mengirim orang
yang diminta untuk diekstradisi. Alasan yang dikemukakan bisa saja

bersifat politis. Misalnya, negara pengirim merasa perlu melindungi orang
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yang diminta, mengingat alasan orang tersebut menjalani proses hukum di

negaranya adalah karena perbedaan sikap politiknya dengan pemerintah

(Fitriliani, 2012).

3, orang yang diminta

‘ ‘ H\““ .AO a pengirim.

penekan. Hubungan internasional tidak pernah dijalankan sepenuhnya atas
dasar hukum. Politik dan ekonomilah yang menjadi panglima sehingga
hanya negara yang kuat akan keluar sebagai pemenang.

Kenyataan bahwa Hambali berada di AS, ditambah dengan adanya

keinginan AS untuk melakukan proses hukum terhadap Hambali, serta

ketiadaan sarana penekan yang dimiliki oleh Indonesia terhadap AS, maka
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sulit bagi Indonesia untuk berharap Hambali dapat diekstradisi. Tapi,

pragamatisme ini tentunya tidak berarti Indonesia harus berdiam diri.

Selain hal tersebut diatas, kendala yang dialami Indonesia dalam
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hambali di sebut-sebut sebagai aktor penting dalam peristiwa WTC
tahun 2001, Amerika mengklaim bahwa mereka yang berperan dalam
penangkapan Hambali di Thailand, dan adanya isu-isu politik lain yang

memberatkan Hambali untuk di ekstradisi ke Indonesia.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan

dalam penelitian ini yaifu sebagai berikut :

enekan terhadap

melalui pihak
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